Komnas HAM Dan HAM Di Bawah Rejim Otoritarian by Pratikno, - & Lay, Cornelis
JSP
Jumal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia
Pelindung
Rektor (J niuersitu GaQah Mada
Pemimpin Redaks i / P enanggungi awab
Surytoto Utnan
Dewan Redaksi
Moefarto lokruwinoto
Ichlasul Anal
Sofan Efendi
Mahammad.*nin Rais
'"%#t:#:Ilasikun
Mo hamm ad Mo htar Mas'oe d
Bambang Setiawan
Athadi Siregar
Sasetiauan
Nwandha Imapan
Sugiono
Redaktut Pelaksana
Afan G&, (Qtua)
Ana Nadhla Abrar (Sekretais)
Hera Nagroho
Siti Muti'ah Seryawati
Cornel* L.a1
Sekretariat
Muhammad Yafuia
Soewatman
Alamat Redaksi dan Sektetariat
Fakultas llna Soial dan Ilnu Politik
(Jniaenitu Ga{ah Mada
Jl. Sosio Justiia,
Bulaktumur, Yogyakarta 5 5 2 8 1
Telp. dan Fax.: (0274) 553362
7JSP
Volume 2, Nomor 3, Maret 1999
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Yogyak,a*a, Indonesia
Dari Redaksi
Tl*y sosial dan ilmu politik bukan bagian dari masyarakar. Terapi,Ikeduanya harus bisa mereflelaikan apa yangterjadi dalam masyarakit.
Kalau ini bisa dilakukan, maka ilmu sosial dan ilmu poliiit bisa
menjelaskan masyankat dan mendorong perkemb angan masyarakat ke
arah yang lebih baik.
Memang tidak mudah mengukur tingkat reflelsitas ilmuwan sosial
dan politik di Indonesia. Tetapi, dalam berbagar gerakan, katakanlah
gerakan anti kekerasan negara terhadap masyarakat, bisa dijumpai
berbagar ilmuwan sosial dan politik yang menggunakan pengetahuan
mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sudah saatnya
kekerasan negara terhadap masyarakat diberantas habis. Lalu,
bagaimanakah sesungguhnya bentuk refleksi ilmuwan sosial dan politik
tentang kekerasan yang ada dalam masyarakat?
Barangkali lima tulisan dalam lSPYol.2 No. 3 Marer 1999 ini bisa
menjawab pertanyaan tersebut. Dua tulisan, yaitu "peluang Represi
Sebagai Solusi Anarki" dan "Anarki gebagai Usaha Mempertahankan
Subsistensi di Pedesaan" pemah dipresentasikan dalam seminar
memperingati hari ulang tahun ke-43 FISIPOL UGM, 19 September
1998. Sebuah rulisan berjudul "Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim
Otoritarian" adalah hasil penelitian, yang semula ditulis dalam benruk
laporan hasil penelitian yang cukup tebal. Dua tulisan lain, yaitu
"Refleksi tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju pembangunan
Perspektif HAM" dan "'Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik
Terhadap Petani" merupakan reuiew essay.
Sesungguhnya banyak contoh tuiisan yang bisa memperlihatkan
tingkat refleksitas ilmuwan sosial dan politik mengenai kekerasan. Hanya
saja, tingkat refleksitas itu tergantung pada ilmuwan sosial politik rtu
sendiri. Kenyataan menunjukkan bawa daLam menekuni ilmu sosial dan
ilmu politik, para ilmuwan sosial dan politik sering terjebak dalam
formasi diskursif, di mana mereka terpengaruh oleh apa yafig bisa
diungkapkan dan apa yang tidak bisa diungkapkan pada satu kurun
waktu" Masalahoy?, apakah iru sudah jadi nature ilmuwan sosiai dan
politik atau itu bisa diubah? Parz ilmuwan scsial dan politiktrah yang
harus menjawabnya.
Selamat membaca.
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Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian
Pratikno & Cornelis Lay **
Intisari
Fada saatpembenrukannla, Komnas I{AM dipandang tidak berbeda dengan
lembaga koryoratis negara lainnp, :ami meryadi agen pemen'ntah untuk
para 'angotanya', khususnya para aktiuis I{AM dan meredam tuntutan
penegakkan I{AM di Indonesia 
-tang saat itu terus mengaat. klelalui mlisan
ini dirunjukkan bahwa Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi
pemerintah, dan betstkap laitis terhadappemerintah dalam kastrs politik yang
sangat sensiaf sekalipun. Sumber energi unmk membangun kemandirian
tersebut terutama terletak pada komiOnen dan laedibilitas indiuidu anggota
Komnas IIAM, uariasi keahlian dan akses, serta kemampuan untuk
mengembangkan etika organisasi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas
penegalkan I{AM. Narnun demikian, penulis entasi bahwa deni
menjaga kominnen dan kemandirian lembaga, Komnas I{AM menghadapi
beberapa permasalahan serius yang harus segera ditangani. Periama,
menyangkttt sratus hukum lembaga ini. Kedua, menyangk;t sumber energi
yang selama ini masih menekankan pada kapasitas individual. Ketiga,
menyanght peflunsra pengembangan mekanisme relcrufrn€n angota baru
p.ng lebih terbul<a di mana opini pubfik ikut terlibat.
Pendahuluan
l{ elahkan Komnas FIAM padapertengah an 1993 disambut dengan penuh
-l-\keragu?n, bahkan kesinisan. Hal ini didukung argumentasi yang cukup
jelas. Pelanggaran HAM di Indonesia untuk kebanyakan kasus, melibatkan
restu negara atau atas nama neguua, dan bahkan melibatkan rLegua sebagai
pelaku utamanya. Konsekuensinya, penegakkan HAM tidak akan bisa
* Tulisan mempakan rangkuman dari hasil peneiitian "Kemandirian dan Peran Komnas HAM dalam
ps[akan::n I{AM dan Pengembangan 'Masyarakat Madani' di lndonesia", kerjasama [NPI-Pact
Jakarta & Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Uinive$itas Gadjah Mada, 1998.
*Staf pengajar jurusan Pemerintahan, Fisipol dan hog1am Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada;
pene.liti pada Ceater for Local Palitio and De,elopnant Srudia, Yogyakarta.
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diharapkan dari pihak negar aatavlembaga yang dibennrk dengan Keputusan
presiden, dibiayai negpamelalui birolmsi elsekr"rtif, keanggotaarulyauntuk
pertama kali di4ngkat Presiden dan dikenrai seorang mantan pejabat negara
yuttg sangat dekat dengan Soeharto. Dengan ungkapan lain, penegakan I{AM
rutrgut mustahil, atau diragukan dapat dikerjakan oleh sebuah lembaga
korporatis negara seumpama Komnas HAM-
Namun, kiprah Komnas HAM selanjutnya culolp mengagetkan' Tanpa
perlu banyak waknr untuk pendewasaan' Komnas HAM sudah mampu
berteriak keras dan benikap berani, batrkan dalam kasus yang sangat sensitif
secara politik. Ia tgmbuh menjadi lembaga benribawa yang menjadi nrmpuan
paft terdesak , yang seakan menggeser peran para wakil ta[ryat sebagai
penyeimbang dominasi kekuasaan eksehrtif.
Walaupun demikian, perkembangan di aras belum cukup untuk memahami
posisi, peran dan prospeknya secara jelas. Beberapapertanyaznpenting perlu
untuk dielaborasi lebih lanjut. Pertanyaan pertama menyangkut eksistensi
Komnas HAM sebagai lembaga yangmandiri. Apakah Komnas IIAM bisa
mandiri dari penetrasi negara, dan dalam hal apa saja ia mampu mandiri?
Bagaimana kemandirian itu dicap at, dan apa energl yang menopan gnya?
Kedua, mampukah Komnas HAM memberikan kontribusiyangbenrti dalam
menumbuhkan aktivisme politik, pendidikan politik dan kesadaran baru
bernegara di Indonesia? Ketiga, apakah perubahan politik, termasuk di
dalamnya pelaksanaan HAM, bisa dimulai dari lembaga-lembaga yang
dibentuk oleh negara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kfiususnya yangketiga, cukup relevan
untuk dielaborasi mengingat studi tentang perkembangan politik di Indone-
sia era Orde Baru selalu dihadapkan pada kebuntuan permasalahan dalam
menentukan simpul awal dimulainya perubahan politik Indonesi a akan
dimulai: apakah erosi otoritarianisme mungkin dimulai dari aktivisme
kelomp ok dalam lembagaJembaga korporatisme-nega ra, atzu harus melalui
proses yang nrmbuh murni dari masyaraka{l Ataukah barangkali dikotomi
negara dan masyarakat zudah tidak relevan lag'?
Secara umum ada kesepakatan minimalbahwa demolcratisasi akan terjadi
bila ditopang oleh kapasitas politik masyarakat madani yang berkembang.
Unhrk kasus Indonesia sekalipun, tidak ada kesangsian atas proposisi ini.
Namun, yang menjadi masalah adalah kesempatan bagi pengembangan
'masyarakat madani' yang hampir tidak adapadasaat arena politik sryenuhnya
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dikendalikan oleh kekuatan negara. Lembaga yang murni tumbuh dari
masyarakat tidak mempunyai kesempatan untukberkembang. Oleh karena inr,
satu spelculasi yang mulai dipertimbangkan adalah adarryakemungkinan proses
pemberdayazn masyarakat fdng dimulai dan dimotori oleh lembaga-lembaga
yangdibentuk oleh negara, semacam Komnas I{AM. Walaupun lembaga ini
tidak dimaksudkan sebagai wahana partisipasi politik, namun dalam prakteknya
dimanipulasi dan memberikan peluang bagi aktivisme politik masyarakat. Dalam
konteks ini pula perjalanan Komnas FIAM menarik untuk dikaji.
Landasan Pemikiran'
Pertama-tama akan disajikan kerangka pemikiran yangmemberi konteks dan
setting makro pada level pemikiran atas isu HAM dan Komnas HAM. Studi
politik Indonesia dalam dua dekade ini telah mengalami dua kali pergeseran
utama fokus bahasan. Pertama, kelompok studi yang memfokuskan
perhatiannya pada pendefinisian karakter pokok politik Orde Baru. Kedua,
studi yang banyak muncul sekitar lima tahun terkahir ini, yang mengelaborasi
prospek dan sumber energi perub ahan politik Orde Baru dari gaya
otoritariarusme menuj u demokrasi.
Kelompok studi pertama mencobakan memetakan beberapa model yang
menandai karakter inti politik Indonesia era Orde Baru. Beberapa contoh
analisis ternama bisa disebutkan di sini. Karl Jackson (1918) menggunakan
model "bureaucratic polify" untuk menjelaskan karakter politik Indonesia,
yang intinya bahwa partisipasi dan kekuasaan dalam proses oengambilan
kepufusan di tingkat nasional sepenuhnya dikuasai oleh parap pejabattinggi
negata, termasuk para teknokrat (Jackson 1978: 3). Harold Crouch (1979)
menggunakan istilah "neo-patrimonialism" untuk menggambarkan
ketergantungan kekuasaan penguasa politik Orde Baru padabeberapa pilar
elit politik dan membangun dukungan politik melalui distrbusi sumber daya
ekonomi. Kemudian, BenedictAnderson di tahun 1983 menulis bahwa "the
New Order is best understood as the resurection of the state and its triumph
vis-a-vis society and nation" (Anderson 1983: 457). Dwight King (1952)
memakai model "bureaucratic authoritarian" guna menggambarkan upaya
.ejim Orde Baru menciptakan "controfled participation" melalui penciptaan
lembaga-lembaga korporatisme negara. Donald Emmerson (1933)
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menggunakan istilah "bureaucratic pluralism" untuk menunjukkan bahwa
politik Orde Baru tidak sepenuhnya totaliter, dikarenakan masih terdapat
kompetisi yang cularp sengit di antara para kelompok pejabat rLegara dalam
mengaplikasikan visinya dalam pembangunan bangsa.
Snrdi yanglebih optimis datang dari Liddle dan Maclntyre. Liddle (1987)
menyimpulkan bahwa politik Indonesia tidak sepenuhnya didominasi pejabat
tinggi rregara di tingkat pusat karena, sekalipun secara tidak langsung,
melibatkan beberapa aktor politik lain, seperti pejabat dr daerah, anggota
Dewan, jurnalis, konsumen, danlain-lain. (Lrddle7987 Lzg).Sementara dalam
Business and Politics in Indonesia,Maclntyre (1990) menegaskan, kelompok
pengusaha di akhir 1980an telah mampu mengorganisir diri untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi kelompok, dan bukan
melalui cara-cara klientelisme ( I 990 : 245).
Kelompok studi kedua menekank an padaupaya-up aya peng1dentifikasian
terhadap transisi menuju demokrasi. Snrdi-studi ini dilatar belakangi oleh
pemahaman atas keadaan yang berkembang dalam tiga dekade rejim Orde
Baru yangtelah membawa perubahan ekonomi mendasar, tetapi tidak diikuti
oleh perubahan politik yang berarti dalam proses institusionalisasi demokrasi.
Dari wakru ke wakru negaratetap dalam posisi Wngsangat dominan dengan
masyarakat sipil sebagai korbannya.
Penjelasan klasik dalam ilmu politik akan menjawab pertarryaan di atas
dengan mengatakan bahwa simpul ke arah demokratisasipolitik akan dimulai
dengan tumbuhnya lembaga-lembaga sosial yang independen dari kendali
negara, sebagai cermin dari penguatan masyarakatmadani. Sebagai gagasan
ideal, penjelasan ini pasti diterima oleh para kampiun teori demokasi. Namun,
bagaimana kemungkinan realisasinya di Indonesia er:a 1990an adalah persoalan
yang bisa jadi sangat berlainan.
Peranan LSM di Indonesia misalnya, sebagaimana disajikan Phillip
Eldridge (1995), menunjukkan betapa lembaga sosial non-negara semacam
ini menempati posisi yang sangat lemah dalam politik, serta tidak mengalami
perkembangan posisi yangberarti dari waktu ke wakru. Kenyataan sebaliknya,
negara di era Orde Baru berada dalam posisi yang sangat kuat melalui
pengembangan legitimasi di bidang ekonomi dan ideologi kesejarahan, serta
pengembangan sumber daya politik dan militer. Pemerintah yang mewakili
kekuasaan negara bisa melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa ada
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kekuatan di luar pemerintah yang secara signifikan mampu untuk
menghal arLginy a. Lembaga-lembaga s os ial politik y ang murni tumbuh dari
masyarakat tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan
sebagai gantinya negara membentuk berbagai lemb aga korporatis, yairu
organisasi masyarakat yang dibentuk oleh negara agar pemerintah bisa
mengontrol anggota organisasi tersebut. Dalam konteks ini, oleh pemerintah
dibentuklah lembaga-lembaga semacam PWI yangmerupakan wadah tunggal
bag; para wartawan seluruh Indonesia, KADIN bagi para pengusaha, dan
SPSI bagrparuburuh.
Dalam konteks sosial dan politik semacam ini, upaya untuk melihat peranan
organisasi-organisasi yang dibentuk n qarayang dimaksudkan sebagai lembaga
kontrol partisipasi politik masyarakat, sangat penting dilakukan. Ada
kemungkinan bahwa lembaga yang biasa dis$ut I embagakorporatisme negara
ini justru menjadi sumber energi dan media mobilisasi bagi partisipasi politik
masyarakat secara independen dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik.
Jalur perubahan semacam iru bisa saja menjadi satu-satunyaharapan ketika
lembaga-lembaga independen tidak sempat tumbuh, dan tidak pernah diberi
kesempatan untuk tumbuh oleh negara. Dalam konteks ini, studi tentang
Komnas HAM menjadi sangat relevan.
Dalam hal ini kita perlu memahami karakter dasar lembaga korporatisme
negara dan model sistem politik dimana ia bekerja . Lembaga korporatisme
negaradikenal dalam model'bureaucratic authoritarianism' yangmenekankan
praktek otoritarianisme politikbukan hanya dari aspekklientelism dan represi
politik, tetapi iuga stuktur politik yang diciptakan untuk melakukan kontrol
terlembaga kepada masyarakat. Di dalam model ini, yang dalam konteks
politik Indonesia dikenalkanpertama kali oleh Dwight King (1982),penguasa
politik berusaha menciptakan'partisipasi terkontrol'. Tipe rejim ini berusaha
membangun pluralisme terbatas (limited pluralism) melalui penggunaan
represi, kooptasi, serta sebuah jaringan lembaga korporatisme yang
dimaksudkan untuk mengendalikan oposisi (King 1982: 111). Lembaga ini
dibentuk oleh negara dan dibuat sedemikian rupa sehingga tetap menjadi
agen dan penyalur aspirasi negara. Ia bisa saja menjadi media partisipasi
masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tidak
sebanding dengan fungsinya sebagai kepanjangan pemerintah untuk
membatasi dan mengendalikan tunfutan-tuntutan masyarakat dalam kerangka
menjamin kebebasan pemerintah dalam mendominasi arena pembuatan
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kebijakan.
Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa tidak ada peluangbagt lembaga
korporatisme untuk mandiri dari negara dan mampu menyalurkan kepentingan
anggotanya. Studi Maclntyre (1990) tentang KADIN membenarkan hal ini.
Dengan mengambil kasus pengambilan keputusan dalam bisnis farmasi dan
tekstil, ia menyimpulkan, para pengurus dan aktivis I(ADIN telah terbukti
berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui upaya-u payakelompok.
Partisipasi politik mereka tidak bisa dikategorikan ke dalam pola hubungan
klientelisme yang mengandalkan jalur-jalur hubungan pribadi dan
mengatasnamakan kepentingan pribadi seperti yang dipahami selama ini.
Pertanyaannya, kondisi yang bagarmanakah yang memungkinkan sebuah
lembaga korporatisme negara bisa menjadi sebuah motor dan gerobakyang
efekrif bagS para anggotanya unhrk mempengaruhi kebijakan pemerintah?
Keberhasilan KADIN dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak
terlepas dari kepentingan pemerintah untuk membangun ekonomi nasional
ketika ekspor migas tidak lagi bisa diandalkan. Karenanya, kreativitas para
pengusaha diberi peluang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekspor non-
migas. Hal ini diperkuat oleh perkembangan ekonomi internasional yang
semakin ditandai dengan penaingan bebas yangmenuntut sektor swasta yang
lebih agresif dan inovatif. Menghadapi kenyataan ini pemerintah menyadari
pentingnya pemberian peluangyang tebih besar kepada sektor swasta untuk
mengekspresikan gagasannya.
Secara hipotetis, vp& yang terjadi dalam kazus KADIN tersebut bisa saja
mereplikasi dalam kasus Komnas HAM. Posisi inilah yang menjadi pijakan
rulisan ini. Akan tetapi yang perlu disadari adalah posisi negara dalam konteics
pertumbuhan ekonomi jelas berbeda dengan posisi negaradalam pelaksanaan
HAM. Dalam konteks ini, kita perlu mengidentifikasi sumber energi bagi
kemandirian Komnas HAM.
Pembentukan Komnas HAM
Konteks politik dalam negeri dan internasional yang memberikan perhatian
serius kepada isu HAM merupakan setting penting dalam pembentukan
Komnas HAM. Setelahberakhirnya em Perang Dingin, hubungan antarbangsa
di dunia memasuki stnrkfru hubungan baru, yang banyak dipengaruhi dan
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dicirikan oleh gelombang globalisasi dan transparansi internasional. Bersamaan
dengan hal tersebut, konstelasi politik internasional didominasi oleh politisasi
isu-isu kontemporer, seperti isu tentang lingkungan, tenaga kerja, hak asasi
manusia, dan lain lain. Hal demikian memaksa pemerintah Indonesia untuk
memasukkan isu HAM sebagai salah safir agenda politik yang perlu
diperhatikan secara serius. Salah satu bentuk respons pemerintah adalah
dengan membentuk Komnas HAM.
Dalam mekanisme formal, pembentukan Komnas HAM sebenarnya
dimulai dari Departemen Luar Negeri, yang memang telah lama berfungsi
sebagai "tameng" dalam menghadapi tekanan internasional terhadap
pelangaran FIAM di Indonesia. Pada akhir 1992 diyakini telah terbentuk
kesepakatan di dalam tubuh pemerintah tentang perlunya dibentuk sebuah
komite yangditugasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia
di Indonesia. Pada awal lgg3,pemerintah membentuk sebuah tim yang ditugasi
untuk membentuk komite nasional tersebut. Tim yang dibentuk oleh presiden
ini, melibatkan utusan-utusan dari banyak departemen, seperti Departemen
Pertahanan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar
Negeri.
Karena pembentukan Komnas HAM ini antara lain dimaksudkan untuk
menarik simpati dunia internasional, maka diharapkan pembentukan komite
nasional tersebut bisa dipubliikasikan secara meluas, khususnya di kalangan
praktisi, aktivis dan pembela HAM tingkat internasional. Momentum
internasional yang akan dimanfaatkan adalah rencana penyelen ggaraan
Konferensi HAM Dunia di Wina, Austria padapertengahan Juni 1993. Oleh
karena inr tim pembentukan Komnas menetapkan target bahwa Komnas HAM
harus berhasil dibentuk sebelum diselenggarakannya konferensi itu. Praktis
tim ini hanya mempunyai waktu sekitar satu triwulan untuk pembenrukan
Komnas HAM, yang disahkan oleh Presiden Suharto pada tanggal T Juni
t993.
Pembentukan Komnas tersebut diwarnai dengan berbagaipesimisme dan
kesangsian. Opini negatif masyarakat terutama padadugaan bahwa Komnas
I{AM akan tampil sebagaimana organisasi korporatisme negar alainnya. Hal
ini semakin dipertegas oleh basis material bagi penyelenggaraan kegiatan
Komnas I{AM yang beradadi bawah kendali eksekutif, kekuatan yang sekian
lama terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM. Dan lebih spesifik lagi,
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pembiayaan ini bersumber pada salah sahr pos angaran Seicretariat Negara,
sebagaimana tersebut dalam rumusan pasal 13 Keppres 50/1993 bahwa
"Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan
pada Anggaran Sekretariat Negara".
Skeptisisme di kalangan masyarakat tentang kemandirian Komnas HAM
menemukan alasan yang sangat kuat, apalagS praktek penggunaan "vang"
sebagai instrumen untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan politik
merupakan salah satu kharakter khas dari politik pemerintah Orde Baru.r Di
samping itu, inisiatif pembentukan Komnas HAM yang datangdari Presiden
Suharto merupakan titik kritis lainnya dalam menentukan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga ini. Opitri publik secara umum menganggap
bahwa pembentukan Komnas HAM dimaksudkan Suha:to sebagai cara untuk
melindungi dirinya dan tekanan internasional, sementara ke dalam
dimaksudkan untuk mengkarantina tokoh-tokoh kritis terhadap pemerintah.
Berkenaan dengan opini-opini tersebut, satu hal yang patut digarisbawahi
adalah bahwa kesediaan pemerintah untuk membentuk Komnas HAM tidak
sepenuhnya berarti bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi terhadap
pelaksanaan HAM. Periode ketika Komnas HAM dibentuk dan mulai
beroperast punditandai oleh masih tinggtnya pelanggaranhak asasi manusia
oleh aparatur negara.
Profil dan Energi Kemandirian
Terlepas dari adanya opini negatif dan benifat pesimistik tentang kemandirian
Komnas I{AM, terutama padafase-fase awal kehadirannya, sejumlah produk
kerja lembaga ini membuktikan bahwa ia bukan saja bisa bertindak mandiri,
tetapi dalam banyak hal justru berseberangan dengan pemerintah dan
kepentingan-kepentingannya. Cukup banyak kazus 
- 
mulai dari kasus Aceh
sampai dengan kasus 27 Jub 1996 
- 
di mana Komnas FIAM menunjukkan
posisi sebagai lembaga yang berwibawa yang ama sekali tak bisa diintervensi
oleh kekuasaan negara.
' Penggunaan "uang" sebagai instrumen untuk melakukan pengendalian dan pendisiptinan poiitik lewat
fi.rnpionalrsaslrya sebagai alat untuk m elahtkan punishmentdNt rewardadalah salah satu kunci penting
untuk memahami politik Orde Baru. Untuk diskusi yang lebih mendalam, lihat Cornelis Lay, "Financ-
ing Political Parties in Southeast Asia: Indonesian Case", hasil penelitian bersama Spess, tidak
dipublikasikan ,1993.
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Akibatnya, ke hadapan masyarakat, hanya dalam kurun waktu satu tahun
sejak pembentukannya, ia sudah mampu meraih kepercayaan yang luas,
bahkan dari mereka-merekayang awalnya sangat pesimistis. Dalam 4 bulan
pertama, Komnas HAM sudah menerima 388 pengaduan, yang berarti hampir
rata-rata empat pengaduan setiap hari kerj anya. Sebuah jumlah yang
mengalami pelipatan secara luar bias a dalam 5 tahun terakhir. Pihak yang
mengadu ternyata cukup luas hingg a kalangan mahasiswa dan organisasi
pemuda. Hal ini dicatat dalam harian Kompas (L8/6/1994).
Harapan masyarakat terhadap bantuan Komnas HAM ini dari wakru ke
wakru mengalami peningkatanyangberarti. Hal ini terlihat padaprofil kasus
yangditangani oleh lemb agarntpadaperiode L995 dan1996. Surat pengaduan
dari masyarakatyangmasukke Komnas HAM misalnya, mengalami kenaikan
yangberarti, yaitu dari 1 .796buahdi tahun lgg{,menjadi 1.816 buah di tahun
1995 dan 1 .927buahdi tahun 1996.2 Tabel 1 menyajikan ilusrrasi profil kasus
yang ditangani Komnas HAM.
Tabel 1.
Rincian Jenis Kasus dan Jumlah yang Telah selesai Ditangani')
No Jenis Kasus 1994 1995 1996
1. Kasus tanah
2. Kasus perburuhan
3. Perbuatan tidak terpuji
oleh oknum aparat negara/
pelanggaran HAM
4. Kasus Perumahan
5. Kasus di bidang agama
6. Kasus Lain-lain
101
77
65
26
7
67
178 327
112 160
110 187
110 197
10 B
110 '189
') Sumber : Komnas HAM, "Laporan Tahunan l996'hal.g-9
t Lihat Laporan Tahunan Komnas HAM 1996.
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Fenomena lain yang juga menarik untuk disimak adalatr dayajangkau reputasi
Komnas IIAM secaxa geogxafis. Walaupun Komnas I{AM tidak mempunyai
perwakilan di daerah, Ilamun kasus )ang masuk ke Komnas IIAM berasal dari
seluruh prcpinsi di Indonesia, sebagaimana dinrnjulkan pabtabell.
Di samping itu, dalam hal kemandirian, sikap Komnas HAM tidak saja
ditujukan kepada negara atau pemerintah sebagai sebuah kons ep abstrak, tapi
secara praktis ditunjukan pada negaru dalam bentuknya yang kongkrit. Ini
dirunjukan lewat pengarnbilan posisinya yang independen dan mandiri
terhadap pejabat-pejabat kunci dalam pemerintahan dan militer, bahkan
terhadap Suharto sebagai presiden yang sangat berkuasa, dan kebijaksanaan
money politics.
Kemandirian terhadap militer tidak saja ditunjukkan oleh analisis dan
rekomendasinya terhadap kasus pelanggaran HAM oleh militer, akan tetapi
juga sejumlah kasus mikro, semisal rencana pengiriman tim ke Mapanduma
(Irian) yang mengungkapkan sebuah pendefinisian yang tegas tentang status
independensi lembaga ini terhadap pimpinan militer. Kemandirian terhadap
pihak pemerintah terungkap antara lain, lewat kasus pembredelan Majalah
Tempoyang melibatkan perdebatan hingga mencapai pucuk pimpinan tertinggi
dalam hirarki birokrasi Departemen Penerangan.
Sedangkan kemandirian terhadap Presiden Suharto dirunjukkan dalam
kasus pembatalan pelantikan Komnas HAM oleh Suharto hanya karena
adany a perbedaan pendefinisan mengenai tata-cara protokoler kenegaraan.
Komnas I{AM juga mampu membebaskan diri dari jeratan money pofitics
yangmerupakan bagian dari tradisi politik Orde Baru dalam mengendalikan
berbagai macam organisasi dan individu yang relevan secara politik. Hal ini
terungkap dari paling tidak tiga kasus penting. Kasus pertama adalah
"penyuapan" oleh sebuah Pemda Dati tr di Jatim. Kedua, kasus serupa j.rga
dialami tim yang melakukan kr,rnjungan ke sebuah Kodam di pulau Jawa.
Kasus ketiga melibatkan salah satu kedutaanRl di salah satu negara ASEAN.
Keberhasilan-keberhasilan yang dicatat di atas telah menggeser secara
drastis penilaian negatif awal atas Komnas HAM menjadi sebuah harapan
baru, Penilaian seorang aktivis I{AM dan tokoh LSM bisa dipakai ilustrasi
yang mewakili perubahan kecenderungan opini umum tentang Komnas HAM,
yakni dari sebuah institusi tanpa harapan menjadi sebuah institusi yang relatif
bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan dan perlindungan HAM.
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Tabel 2.
Peta Geografis Pelanggaran HAM yang Diajukan ke Komnas HAM
Propinsi Jumlah Pelanggaran HAM
1994 1995 1996
Daerah lstimewa Aceh 24
Sumatera Utara 68 123
Sumatera Barat 36
Riau 40 32
Jambi
Sumatera Selatan 50
Bengkulu
Lampung 47 49
Dki Jakarta 511 493 528
Jawa Barat 247 202 187
Jawa Tengah 97 143 166
Daerah lstimewa Yogyakarta 26
Jawa Timur 225 183 209
Bali 25
Kalimantan Barat 24
Kalimantan Selatan 25
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur 40
Sulawesi Utara 25
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 136 184
Sulawesi Tenggra
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara llmur
Maluku
lrian Jaya 23
Timor-Timur
Jumlah 1796 1816 3612
Catatan : T'idak termasuk surat non pengaduan, tembusan dan surat-surat lain.
Sumbe r : Komnas H AM " L apo nn Tahu nan 1 9 96" hal. 1 0.
3119
54
4252
62
141814
7360
131415
49
29 28
2121
2828
2622
1713 25
2928
2117
1951 27
96
1316
191620
1413 20
163416
2221
241210
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Dilihat dari ukuran internasional, Komnas HAM Indonesia masih belum
memenuhi standar internasional. Akan tetapi kita patut mencat at dengan
segala keterbatasan yang ada Komnas HAM telah mencoba bekerja keras
menunjukkan independensinya. (Nusanran 1997 : 199). Lebih dari sekadar
mengapresiasi upaya Komnas HAM untuk tampil mandiri, seorang tokoh
LSM dan aktivis HAM lainnya yang pernah menolak menjadi anggota
Komnas HAM pada awal-awal pendiriannya, secara langsung sudah
mengungkapkan kesediaannya unfuk "bergabung" jika kesempatan kedua
diberikan kepadanya. Di samping itu, penilaian positif ju ga datangdari pihak
pemerintah. Ketika membuka Lokakarya Nasional II HAM di Istana Negara,
Jakarta 24 Olnober 1994, Presiden Suharto menilai Komnas HAM selama
setahun masa kerja telah menunjukkan prestasi dan kemajuan dalam
melaksanakan tugasnya (Kompas, 25 / rc / D94).
Dengan melihat pada sejumlah prestasi di atas, apakah sebenarnya yang
menjadi energi kemandirian Komnas HAM? Pertanyaan ini menjadi krusial
karena sebagaimana telah digambarkan terdahulu, komisi ini dibentuk dengan
Keputusan Presiden, bukan dengan UU; keanggotaannya dipilih oleh orang
dekat Suharto; dan aktivitasnya dibiayai Sekretariat Negara. Dalam konteks
ini, Komnas HAM dapat dianggap sebagai perwakilan sempurna dari lembaga
korporatis negaftr yang, bahkan pembentukannya, benifat "setengah hati",
yakni dalarn kerangka untuk mengakomodasi dan memoderasi dua tuntutan
ganda: tekanan masyarakat dan tekanan dunia internasional. Oleh karenanya,
secara teoritis menjadi mustahil unluk membayangkan lembaga ini bisa
bertindak independen dan mandiri, terkecuali sejumlah energi bisa
diidentifikasi secara cermat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis,
terungkap beberapa zumber energi kemandirian Komnas HAM sebagai berikut.
1. Figut ketua pertama dan pelaksana pembentukan Komnas HAM
yang merupakan orang kepercayaan Suharto, tetapi menyimpan
ambisi besar untuk membuat Komnas HAM yang credible dan kritis
terhadap pemerintahan Suharto. AIi Said, dalam hal ini, menjadi
figur kunci yang sangat "aneh" yang telah meletakan fondasi yang
kuat bagi munculnya Komnas i{AM yang berwibawa.
2. Proses pemilihan keanggotaan Komnas HAM yang relatif bebas
dari intervensi pemerintah memungkinkan terpilihnya individu-
individu yang mandiri dan kritis terhadap pemerintah. Dalam
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kontels inipun, perurl Ali Said adalah penjelasan paling pokok.
Penekanan pada reputasi dan integritas yang luar biasa dan pata
anggotanya dalamproses rekrufrnen merupakan energi pokok yang
banyak menjelaskan status independensi Komnas HAM dalam
perkembangannya.
Pluralitas anggota Komnas HAM, baik dari sisi keahlian, karakter
pribadi maupun asal kelembagvan Hal ini telah memungkikan
terjadinya saling "kontrol" di antara kubu-kubu pemikiftn yang
berbeda.
Pengembangan etika kerja dalam komnas HAM yang memungkin-
kan bisa dihindari terjadinya conflict of interesfs. Berawal dari
himbauan Ali Said, etika ini mendapatkan bentuk konglortnya kerika
Ibu Miriam dengan zukarela memutuskan untuk tidak terlibat dalam
penelitian kasus pelanggaran HAM oleh PT Freeport karena
suaminya adalah mantan petinggr di perusahaan asing ini. Hal ini
diikuti oleh ketidakterlibatan Nababan dalam kasus HKBP dan
Marbun dalam kasus 27 Jult 1996.
Adanya tekanan eksternal yang menyangsikan kemandirian Komnas
HAM yang pada gilirannya semakin meningkatkan komitmen
individu anggota untuk membuat Komnas HAM yang mandiri.
Penolakan sejumlah tokoh LSM untuk menjadi anggota, diiringi
ketidakpe rcayaan yang luas di kalangan masyarakat, telah menj adi
kekuatan pemaksa bag1anggota Komnas HAM untuk membuktikan
hal sebaliknnya.
Pengemb angan mekanisme demokrasi internal yang sangat kuat.
Pengambilan kepulusan lewat voting, dan di atas segalanya,
kepatuhan semua komponen atas hasil keputusan benama. Bahkan
Ali Said misalnya, tak pernah menggunakan otoritasnya sebagai
"ketua" untuk mengintervensi keputusan bersama. Ia senantiasa
patuh pada keputusan bersama yang dihasilkan. Ini merupakan
kekuatan mendasar dalam Komnas.
7 . Dukungan pemberitaan media yang sangat luar biasa dalam setiap
temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Hal ini telah
berakibat pada ter jadinya eskalasi perhatian terhadap masalah HAM
3.
4.
5.
6.
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danpadagilirannya, opini yangkuat ini dimanfaatkan sebagai energi
oleh Komnas FIAM untuk melakukan tekanan lebih jauh kepada
pemerintah.
Kendala dan Prospek
Dengan b erbagaikegiatan, prestasi, dan energr yangmelimpah dan dimilikinya
tersebut, bagamanakah prospek kemandirian Komnas HAM? Bagaimana
kontribusinya bagr pengembangan ciuil sociefl Untuk hal terakhir ini,
berdasarkan pemahaman dan analisis atas informasi yang telah terhimpu,
tampak denganjelas bahwa kontribusi Komnas HAM terhadap pengemb angan
ciuil societymenjadi sangat nyata.Padatitik yang paltng awal, ia memberikan
kepercayaan diri yang tinggi di kalan gan the powerless untuk meng-
organisasikan diri dan memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi
the powedbll, termasuk dan terutama, negara. Kehadiran Komnas HAM
dalam membela kepentingan the powerless telah meningkatkan aktivisme
politik masyarakat yangpada gilirannya menzuplai energi kepada lembaga-
lembaga penyuara dan penyalur kepentingan masyarakat. Komnas HAM,
dalam perkembangannya, telah menjadi tumpuan harapan bagi banyak pihak,
bahkan bagi pihak-pihak yang awalnya sangat pesimis terhadap potensi
lembaga ini.
Ruang lingkup kerja Komnas I{AM memang tidak sekedar berhenti pada
upaya-up ayapenegakan hak-hak univenal manusia, melainkan juga berkenaan
dengan aktualisasi hak-hak universal tssebut. Dalam kontei<s ini, ruang lingkup
Komnas HAM akan selalu menyentuh wilayah pendidikan kewarg anegaraan,
wilayah kerja yang seharusnya juga dilakukan oleh DPR. Tatkala DPR tidak
mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara efektif,
mereka memindahkan harapannya kepada Komnas HAM. Akibatrya bisa
diduga, ada kesan bahwa "era DPI{" kini tengah digantikan dengan "era
Komnas HAM", sebagaimana pernah dilansir pada sebuah rubrik hukum
salah satu media massa.3
' Kompas,16 Juni 1994.
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Walaupun terdapatindikasi bahwa Komnas HAM mampu meningkatkan
kepercayaan did masyarakat untuk mengembangkan aktivisme politik mereka,
hasil penelitian juga menemukan bahwa dalam kaitan dengan pelembagaan
politik, peran dominannya bisa menyesatkan proses demokratisasi. Kiprah
aktif Komnas HAM dalam membela kepentin gan the powerless brsa
mengalihkan urgensi pembenahan dewan yang secara teoritis lebih mendesak
untuk ditangani demi demokratisasi yang pada gilirannya j:uga demi
penegak&an hak asasi manusia.
Selain itu, kiprah aktif Komnas HAM dan harapan besar masyarakat juga
bisa menyesatkan Komnas HAM sendiri. Komnas HAM mau tidak mau
harus menghadapi desakan masyarakat untuk menangani jumlah dan variasi
kasus yang sangat tittggi. Ada ribuan kasus yang harus ditangani yangtenebar
di seluruh pelosok nusantara, danterdiri dari berbagai jenis kasus. Akibatnya,
Komnas HAM menghadapi krisis energt dan waknr untuk menanganinya,
dan terjebak kepada upaya untuk merespon kasus-kasus yang munc.ul daripada
mencegahnya. Komnas HAM bisa merosot menjadi institusi "pemadam
kebakaran".
Mengembalikan Komnas HAM kepada fungsinya sebagai lembaga
'pencegah munculnya kebakaratl merupakan salah satu tantangan penting.
Oleh karena pelanggaraan HAM sebagian terbesar dilakukan negara dan
bernrmber padaotodtarianime politik, maka pencegahannya jnga hams diawali
oleh pembenahan sistem politik. Dalam konteks ini Komnas HAM harus
menyadari bahwa peran aktiftrya bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari
agenda pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, yang justru akan
menghambat derasnya arus demokratisasi.
Penanyaan yang muncul berikutnya, dalam posisi dan kondisi yang ada
sekarang iri, bagaimanakah prospek kemandirian Komnas HAM sebagai
lembaga penegak HAM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat
beberapa hal yang perlu kita ingat menyangkut eksistensi Komnas HAM.
1. Komnas HAM dibentuk melalui Kepres, bukan [fU. Karenanya,
status hukr,rmnya sangat rawan terhadap intervensi pemerintah atau
Presiden. Lebih dari itu, secara politis lembaga ini menrpakan bagia i
dari disain korpomtisme nqlara yang kelahirannya benifat "setengah
hati" guna mengakomodasi dan memoderasi tuntutan inasyarakat
dan tekanan internasional.
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2. Komnas IIAM dibiayai melalui kantor Sekretariat Negara, bukan
langsung dari APBN, yang menyebabkannya rawan terhadap
kemungkinan penggunaan uang sebagai sarana pengendalian oleh
penguasa.
3. Keanggotaan Komnas HAM didominasi oleh mantan buokrat sipil
dan militer, bukan perwakilan dari komponen-komponen dalam
masyarakat yang mencerminkan representasi the powerless yang
sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya bias elit.
4. Reputasi Komnas HAM lebih melekat pada, dan ditentukan oleh,
reputasi individu p ata anggotanya dan bukan Komnas FIAM s eb agai
sebuah lembaga, dan karenanya, lembaga ini rawan terhadap
perubahan tingkah-laku individual.
5. Proses rehrrtnen anggota memberikan kekuasaan sangatbesarbagi
anggota Komnas HAM sendiri yang membuka kemungkinan bagi
pembentukan oligarki internal dalam jangka panjang.
6. Cakupan geografis dan variasi kasus yangditangani Komnas HAM
tidak sebanding dengan daya jangkau dan kapasitas internal
organisasional dan sumber daya manusia yang dipunyai. Komnas
HAM hanya memiliki perwakilan di sejumlah daerah terbatas dan
dengan personil yang terbatas, sementara wilayah persebaran
pelanggaran HAM praktis menjangkau semua kawasan. Di tingkat
sekretariat, Komnas dihadapkan pada keterbatasan tenaga
profesional yang bisa membantu lembaga ini dalam menjalankan
tugas-tugasnya.
Kesemuanya ini merupakan hambatan-hambatan serius yang diduga akan
dihadapi oleh Komnas FIAM untuk waktu mendatang dan jangkapanjang.
Melihat padztantangan-tantangan di atas, maka menjadi penting bagi Komnas
HAM untuk menajamkan kembali sejumlah agenda berikut.
1. Komnas HAM memerlukan kelembagaan dengan status hukum
yang kuat. Salah satu agenda penting yang perlu segera ditangani
adalah meningkatkan status kelembagaannya dalam strukhrr hukum
dan politik. Kemungkinan seperti ini kini terbuka sangat luas dengan
dicantumkanlya persoalan ini dalam TAP MPR yang baru. Di atas
segalanya, perubahan di lahan politik menjadi kunci keberhasilan
jangka panjang Komnas HAM.
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Sebaran wilayah dan variasi pelanggatan HAM yang sedemikian
luasnya, menuntut perluasan daya jangkau Komnas HAM sekaligus
penguatan energi internal yang hingga kini masih terbatas. Kini
perluasan cakupan wilayah kerjanya sedang dilakukan melalui
pembeffukan perwakilannya di sejumlah kawasan. Tetapi tampaknya
masih tetap sangat terbatas untuk menjangkau seluruh persoalan
dan linglup geografinya. Sementara penguatan internal kini sedang
ditangani lewat rekrutmen tenaga'profesional baru. Pembentukan
sejumlah kelembagaan lainnya yang bisa menopang kinerja Komnas
HAM, misalnya rekomendasi untuk membentuk "pengadilan
ktrusus" pelangggaran HAM seperti yang dipunyai oleh Selandia
Baru misalnya , atavadanyapetugas khuzus yangdiperbantukan pada
Komnas HAM seperti yangberlangsung di Philipina. Tetapi hal-hal
ini masih sangat jauh dari terwujud.
Sekalipun hingga kini sumber pembiayaan Komnas HAM yang
berasal dari kantor Seftreg tidak (belum) pernah digunakan sebagai
sarana pengendalian politik secara langsung oleh penguasa, ada
indikasi yangsangat kuat pengendalian secara tidak langsung lewat
penentuan 'plafon" bekerja secara efektif. Karenanya, mem-
perjuangkan status keuangan agar menjadi mata anggaran dalam
APBN menjadi prinsipil untuk masa depan Komnas HAM.
Sekalipun Komnas HAM menikrnati status otonomi ymlgluas dalam
proses rekrutmen anggotanya, dan karenanya, terbebas dari
kemungkinan intervensi kekuatan luar, terutama presiden dan
pemerintah, mekanisme rekrutmen ini sendiri mengandung dua
resiko besar: (a) sumber rekrutmen dan sirkulasi anggota akan
bernrmpu pada basis sosial dan poros yang sama yangsecera prinsipil
berasal dari mantan birokrat sipil dan militer. (b) dalam jangka
panjang akan mudah tergoda oleh hukum besi oligarkhi. Dua
persoalan ini harus ditemukan pemecahannya, misalnya, dengan
melibatkan "diskusi dan penilaian publik" sebagai kekuatan
pengontrol dalam proses rekrutmen.
Salah satu kelemahan Komnas HAM adalah dalam hal diseminasi
pemikiran dan pendidikan HAM secara luas. Hal ini perlu
mendapa&an perhatian serius. Sejumlah kerja sama, misalnya,
2.
3.
4.
5.
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dengan melaksanakan Tor dengan Lembaga militer, polisi, LSM
dan pendidik, memang sedang berproses. Demikian pula dengan
kerjasama dengan lembaga internasional. Akan tetapi skala dan
cakupan pelanggaran HAM yang sedemikian masif dan luas
membutuhkan langkah-langkah yang lebih besar. Dalam konteks
inilah, sumberpembiayaan yang dipato( telah menyulitkan Komnas
HAM untuk melakukan pengembangan staf profesional yang
diperlukan.
6. Komnas IIAM juga berhadapan dengan kenyataan bahwa reputasi
dan kinerjanya sebagai sebuah lembagalebih banyak ditentukan oleh
reputasi dan kinerja anggotanya secara individual, bukan Komnas
F{AM sebagai lembaga. Sejauh ini yang lebih menonjot dari Komnas
HAM adalah figo. anggofanya. Persoalan ini membutuhkan
pemecahan segera, sehingga harapan bahwa "bukan karena Marzuki
Darusman, Lopa, Baramuli, namun lembaga Komnas HAM itu
sendiri yang punya kapabilitas" yang akan menentukan masa
depannya sebagai sebuah lembaga bisa dicapai.
Masa depan Komnas, menurut kami akan sangat ditentukan oleh
kemampuannya untuk menyelesaikan sejumlah agenda di atas. Dalam
perkembangan politik saat sekarang, peluang ke arah pembenahan sejumlah
hal di atas terbuka sangat luas.
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